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Paper Abstrak

Submitted Dalam upaya mengurangi dampak bisnis pertambangan, bentuk tanggung jawab yang dapat
28-10-2024 dilakukan adalah dengan menerapkan program Corporate Social Responsibility (CSR). Tujuan
Accepted penelitian ini untuk menganalisis implikasi hukum dari penerapan tanggung jawab sosial
28-12-2024 perusahaan pertambangan dalam pemberdayaan masyarakat lokal di Kalimantan Timur.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan mengkaji implementasi
Undang-Undang Perseroan Terbatas yang mengatur CSR dengan pendekatan historis dan
komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa CSR merupakan program yang harus
dilaksanakan oleh perusahaan yang beroperasi di lapangan dan/atau terkait dengan sumber
daya alam sesuai Undang-Undang Perseroan Terbatas. Pelaksanaan program CSR dalam
pemberdayaan masyarakat lokal harus dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku
yaitu prinsip Sustainability, Accountability dan Transparency. Kesimpulannya, berdasarkan
hasil temuan, pelaksanaan program ini telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan prinsip
dan peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh beberapa perusahaan pertambangan
di Kalimantan Timur. Bagi perusahaan pertambangan yang tidak menerapkan CSR
dilaksanakan penertiban berupa Clean and Clear oleh Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan
Timur.

Kata Kunci
Pemberdayaan Masyarakat Lokal; Pertambangan; Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.

Abstract

A form of responsibility that can be taken to reduce the impact of the mining business is
implementing a Corporate Social Responsibility (CSR) program. This study aims to analyze the
legal implications of implementing the social responsibility of mining companies in empowering
local communities in East Kalimantan. The research method used is normative juridical,
implementing the Limited Liability Company Law, which regulates CSR using a historical and
comparative approach. The results show that CSR is a program that must be implemented by
companies operating in the field and/or related to natural resources under the Law concerning
Limited Liability Companies. CSR programs to empower local communities must be implemented
under applicable principles, namely sustainability, accountability, and transparency. In
conclusion, based on the findings, the implementation of this program has been carried out
properly in accordance with the applicable principles and regulations by several mining
companies in East Kalimantan. The East Kalimantan Provincial Government has implemented a
Clean and Clear program for mining companies that do not implement CSR.
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1. Pendahuluan

Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang kaya
akan sumber daya alam, terutama sektor pertambangan, seperti batu bara, minyak, dan
gas. Sektor pertambangan telah menjadi salah satu pendorong utama pertumbuhan
ekonomi di provinsi ini, memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan daerah
dan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat. Namun, di balik kontribusi
ekonominya, kegiatan pertambangan sering kali menimbulkan berbagai dampak negatif
terhadap lingkungan dan masyarakat lokal, seperti kerusakan ekosistem, pencemaran air
dan udara, serta perubahan sosial-budaya yang signifikan.[1]

Dalam menghadapi tantangan ini, konsep Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
(Corporate Social Responsibility/CSR) menjadi sangat relevan. CSR merujuk pada
kewajiban perusahaan untuk bertindak secara etis dan bertanggung jawab terhadap
lingkungan dan masyarakat sekitar, tidak hanya untuk memperoleh keuntungan
ekonomi. CSR yang efektif tidak hanya berkaitan dengan kontribusi filantropi
perusahaan, tetapi juga pada pemberdayaan masyarakat lokal [2]. Pemberdayaan
masyarakat adalah proses untuk meningkatkan kapasitas masyarakat agar dapat
berpartisipasi aktif dalam pengelolaan sumber daya alam dan mendapatkan manfaat
yang berkelanjutan dari kegiatan ekonomi yang ada.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan peraturan mengenai CSR sebagai bagian
dari upaya menciptakan keberlanjutan dalam sektor pertambangan. Prinsip-prinsip CSR
diatur dalam beberapa regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan
Mineral dan Batu Bara. Regulasi ini mewajibkan perusahaan untuk melaksanakan
program-program pemberdayaan masyarakat setempat sebagai bagian dari tanggung
jawab sosialnya. Dengan demikian, pemahaman yang mendalam tentang implikasi
hukum dari penerapan CSR menjadi krusial untuk memastikan bahwa perusahaan tidak
hanya memenuhi kewajiban hukum tetapi juga berkontribusi secara positif terhadap
masyarakat.[3]

Pemberdayaan masyarakat lokal menjadi aspek yang sangat penting dalam
pelaksanaan program CSR di sektor pertambangan [4]. Prinsip pemberdayaan ini
mencakup berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, termasuk
pelatihan keterampilan, pemberian akses pendidikan, peningkatan layanan kesehatan,
serta pengembangan ekonomi lokal melalui program-program seperti Usaha Mikro,
Kecil, dan Menengah (UMKM) [5]. Di Kalimantan Timur, banyak perusahaan tambang
telah meluncurkan berbagai program pemberdayaan masyarakat, tetapi hasil dan
efektivitas dari program tersebut sering kali dipertanyakan.

Salah satu tantangan utama dalam pelaksanaan CSR adalah ketidaksesuaian antara
program CSR yang dilaksanakan oleh perusahaan dan kebutuhan riil masyarakat lokal.
Ketidaksesuaian ini menciptakan kesenjangan antara das sollen dan das sein, yaitu
perbedaan antara apa yang seharusnya dilakukan oleh perusahaan sebagai bagian dari
tanggung jawab sosial (das sollen) dan apa yang sebenarnya terjadi di lapangan (das sein).
Banyak program CSR yang bersifat top-down, di mana perusahaan menentukan sendiri
jenis program tanpa melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan
implementasi. Padahal, menurut prinsip CSR yang ideal, program pemberdayaan
seharusnya didasarkan pada identifikasi kebutuhan lokal yang dilakukan secara
partisipatif, yang melibatkan masyarakat dalam merancang dan melaksanakan program.
Ketika perusahaan tidak melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan, maka hasil
program seringkali tidak sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat, menyebabkan
rendahnya partisipasi dan keberlanjutan.

Selain itu, terdapat juga tantangan dalam pengawasan dan evaluasi pelaksanaan
program CSR. Keterbatasan sumber daya dan mekanisme pengawasan yang dimiliki oleh
pemerintah daerah membuat penerapan prinsip CSR seringkali kurang efektif, terutama
dalam hal akuntabilitas dan transparansi penggunaan dana CSR. Hal ini menambah gap
antara harapan masyarakat terhadap program CSR (das sollen) dan kenyataan di
lapangan (das sein), yang berujung pada ketidakmampuan perusahaan untuk memenuhi
tanggung jawab sosialnya secara optimal.

Kesenjangan ini menunjukkan perlunya sinergi yang lebih baik antara perusahaan
tambang, pemerintah, dan masyarakat lokal untuk memastikan bahwa program
pemberdayaan masyarakat tidak hanya berdasarkan kebijakan yang dibuat perusahaan,
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tetapi juga sesuai dengan kebutuhan riil dan berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan
evaluasi kritis terhadap pelaksanaan CSR, yang memperhatikan gap antara tujuan ideal
dan kondisi nyata di lapangan, serta mekanisme pengawasan yang lebih transparan dan
akuntabel.[6]

Implikasi hukum dari penerapan CSR terkait pemberdayaan masyarakat lokal
mencakup tanggung jawab hukum perusahaan atas dampak sosial yang ditimbulkan oleh
operasional perusahaan. Hal ini mencakup kewajiban untuk melakukan evaluasi dampak
sosial sebelum memulai proyek pertambangan serta keterlibatan aktif masyarakat dalam
proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan. Kegagalan perusahaan
dalam memenuhi tanggung jawab ini dapat berujung pada sanksi hukum dan reputasi
negatif yang merugikan. Meskipun ada peraturan yang mengatur pelaksanaan CSR,
banyak perusahaan pertambangan yang dianggap belum sepenuhnya memenuhi
tanggung jawab sosialnya. Seringkali, implementasi CSR yang tidak efektif menyebabkan
ketimpangan dalam pemberdayaan masyarakat lokal dalam hal ekonomi, sosial, dan
budaya. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai konsekuensi hukum dari penerapan
CSR dalam sektor pertambangan, terutama terkait dengan keberhasilan pemberdayaan
masyarakat lokal di Kalimantan Timur.[7]

Penelitian mengenai tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) di sektor
pertambangan, khususnya yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat lokal, telah
banyak dilakukan. Beberapa penelitian terdahulu yang relevan di antaranya adalah
Hilson dan Murck (2000) yang mengkaji dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan
pertambangan, dengan menyoroti pentingnya penerapan CSR untuk meminimalkan
dampak negatif terhadap masyarakat lokal [8]. Penelitian ini menekankan pada prinsip
keberlanjutan dalam kebijakan CSR, terutama terkait pengelolaan dampak lingkungan
dari kegiatan pertambangan dan penerapan kebijakan yang melibatkan masyarakat
dalam perencanaan CSR. Selain itu, penelitian lainnya, seperti oleh Hari Sutra Disemadi
dan Paramita Prananingtyas (2020), juga menyoroti pentingnya kebijakan CSR sebagai
strategi hukum dalam pemberdayaan masyarakat di Indonesia, keterlibatan masyarakat
dalam proses perencanaan dan implementasi program CSR agar dapat memberikan
dampak sosial yang lebih positif [9]. Penelitian Sari Rahayu dan Yetniwati (2021)
mengkaji tanggung jawab sosial perusahaan pertambangan batubara melalui program
pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini memperlihatkan hasil
bahwa pelaksanaan program tanggung jawab sosial yang belum efektif, disebabkan
karena kurangnya komunikasi dan koordinasi antara perusahaan, pemerintah, dan
masyarakat setempat [10].

Beberapa penelitian sebelumnya tersebut, cenderung fokus pada dampak sosial-
ekonomi dari CSR dan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan
implementasi program CSR tanpa mengeksplorasi lebih dalam implikasi hukum dari
penerapan tanggung jawab sosial perusahaan, terutama dalam pembahasan
pemberdayaan masyarakat lokal di Kalimantan Timur. Penelitian sebelumnya tersebut
juga lebih banyak menggunakan pendekatan teori pembangunan berkelanjutan atau
community development dalam menganalisis implementasi CSR. Sementara penelitian ini
memiliki nilai kebaruan dengan pendekatan berbasis teori keadilan (justice theory) untuk
menganalisis implementasi CSR pada perusahaan pertambangan, yang berfokus pada
distribusi manfaat ekonomi, partisipasi masyarakat, dan akuntabilitas perusahaan. Teori
ini akan mengkaji secara lebih kritis sejauh mana CSR di sektor pertambangan memenuhi
prinsip keadilan dalam distribusi manfaatnya kepada masyarakat lokal, serta bagaimana
ketidakadilan dalam implementasi CSR dapat berdampak pada kesenjangan sosial dan
ekonomi di masyarakat.[11]

Penelitian ini dapat mengisi research gap yang terletak pada minimnya kajian yang
membahas implikasi hukum CSR dalam konteks pemberdayaan masyarakat lokal,
khususnya di Kalimantan Timur, serta kurangnya penerapan teori keadilan dalam
analisis CSR di sektor pertambangan. Penelitian ini mengisi kekosongan tersebut dengan
menganalisis bagaimana keadilan diterapkan dalam distribusi manfaat CSR, partisipasi
masyarakat, dan akuntabilitas perusahaan. Penelitian ini juga akan mengkaji konteks
lokal Kalimantan Timur, yang memiliki karakteristik sosial dan budaya yang berbeda
dibandingkan wilayah lain di Indonesia.

Selain itu, penelitian ini juga mencakup analisis normatif terhadap implementasi
Undang-Undang di Kalimantan Timur, serta bagaimana kebijakan pemerintah daerah
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berperan dalam mendukung atau menghambat pelaksanaan CSR oleh perusahaan
tambang. Penelitian ini akan mengevaluasi sejauh mana kebijakan pemerintah daerah
berperan dalam mendukung pelaksanaan CSR yang efektif, serta menganalisis
bagaimana pengawasan dan akuntabilitas dalam pelaksanaan CSR mempengaruhi
keberlanjutan program pemberdayaan masyarakat.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengevaluasi efektivitas program CSR
yang sudah berjalan, tetapi juga mengkaji dampak jangka panjang dari program
pemberdayaan masyarakat untuk memastikan keberlanjutan dan keberhasilan
implementasi CSR tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan perspektif baru
mengenai distribusi manfaat dan dampak sosial dari program CSR sehingga dapat
memberikan rekomendasi kebijakan untuk peningkatan keberlanjutan program CSR di
sektor pertambangan, khususnya di Kalimantan Timur. Rekomendasi ini diharapkan
dapat memberikan kontribusi praktis bagi perusahaan tambang dan pemerintah dalam
merancang program pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan [12].

2. Metode

Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan
pendekatan yang berfokus pada kajian norma hukum, peraturan perundang-undangan,
serta asas-asas hukum yang berlaku, untuk memahami dan menganalisis berbagai
regulasi terkait pelaksanaan CSR di sektor pertambangan, serta bagaimana prinsip-
prinsip keadilan diterapkan dalam konteks pemberdayaan masyarakat lokal. Penelitian
ini juga menggunakan pendekatan historis (historical approach) untuk memahami latar
belakang pembentukan regulasi CSR di sektor pertambangan dan perkembangan
kebijakan terkait dari masa ke masa. Selain itu, pendekatan komparatif (comparative
approach) digunakan untuk menganalisis perbandingan antara implementasi CSR di
beberapa Perusahaan dengan sektor pertambangan di Kalimantan Timur [13].

Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan berbagai bahan hukum. Bahan
hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas (UU PT), terutama terkait kewajiban CSR, Undang-Undang Nomor 4 Tahun
2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (UU Minerba), khususnya pasal-pasal
yang mengatur tentang tanggung jawab sosial dan pemberdayaan Masyarakat, Peraturan
Pemerintah dan Peraturan Daerah (Perda) di Kalimantan Timur terkait pelaksanaan CSR
oleh perusahaan tambang. Bahan hukum sekunder berupa literatur hukum, buku, jurnal,
dan artikel ilmiah yang berkaitan dengan CSR, teori keadilan, dan pemberdayaan
Masyarakat. Bahan hukum tersier berupa referensi tambahan yang memberikan
penjelasan atau petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus
hukum, surat kabar, atau sumber dari internet yang relevan dengan topik peneliti [14].

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, yang meliputi
analisis dokumen hukum, kajian peraturan perundang-undangan, serta telaah pustaka
dari jurnal akademik, buku, dan artikel yang relevan dengan topik penelitian [15]. Teknik
analisis data dilakukan secara kualitatif dengan teknik deskriptif analitis, yang dipadukan
dengan pendekatan historis untuk melihat perkembangan regulasi dan komparatif untuk
membandingkan praktik CSR di beberapa Perusahaan [16].

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Implementasi Prinsip Tanggung Jawab Sosial oleh Perusahaan Tambang di
Kalimantan Timur
Pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) di sektor pertambangan di
Kalimantan Timur, khususnya oleh perusahaan-perusahaan besar tidak terlepas dari
dinamika perubahan kebijakan dan kesadaran akan pentingnya keberlanjutan dan
kontribusi terhadap masyarakat lokal [17]. Sejak diberlakukannya Undang-Undang
Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mengatur kewajiban
perusahaan dalam melaksanakan CSR [18], berbagai perusahaan pertambangan di
Kalimantan Timur telah memulai penerapan program CSR yang berfokus pada berbagai
aspek, seperti pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, dan pembangunan
infrastruktur. Namun, meskipun kewajiban CSR telah diatur dalam perundang-
undangan, penerapan yang sesungguhnya di lapangan sering kali menghadapi tantangan
dalam hal kesesuaian antara kebutuhan masyarakat dan program-program yang
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dilaksanakan oleh Perusahaan [19]. Hal ini mengindikasikan perlunya transformasi
dalam pendekatan implementasi CSR, yang lebih partisipatif, di mana masyarakat lokal
terlibat aktif dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan yang berkaitan
dengan program-program tersebut.

Secara historis, implementasi CSR di sektor pertambangan sering kali dimulai
dengan pendekatan yang sangat administratif dan bersifat top-down, di mana perusahaan
merancang dan melaksanakan program tanpa banyak melibatkan masyarakat lokal
dalam proses perencanaan [20]. Pendekatan ini, meskipun memastikan bahwa
kewajiban CSR terpenuhi, tidak selalu menghasilkan dampak yang sesuai dengan
harapan dan kebutuhan riil masyarakat. Seiring waktu, semakin banyak perusahaan yang
mulai mengakui pentingnya pendekatan yang lebih inklusif dan berbasis pada
keterlibatan masyarakat dalam perencanaan serta pelaksanaan program CSR [21]. Hal
ini mencerminkan perubahan paradigma yang lebih menekankan pada keberlanjutan
dan kesejahteraan masyarakat, serta pada prinsip keadilan dalam distribusi manfaat.

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa beberapa perusahaan tambang di
Kalimantan Timur telah melaksanakan program CSR yang mencakup berbagai bidang,
seperti pendidikan di antaranya pembangunan sarana pendidikan, beasiswa, dan
pelatihan keterampilan bagi masyarakat lokal; kesehatan melalui program kesehatan
gratis, pembangunan fasilitas kesehatan, serta kampanye kesehatan masyarakat. Selain
itu juga pemberdayaan ekonomi dengan memberikan dukungan terhadap usaha kecil
dan menengah (UMKM), pelatihan kewirausahaan, dan penyediaan akses permodalan
bagi masyarakat. Hukum yang hidup juga dikenal sebagai "the living law" menjadi bagian
integral dari sistem hukum nasional Indonesia karena karakteristik hukum bidang
sumber daya alam, terutama pertambangan [22]. Hal ini merujuk pada hukum yang
berkembang sesuai dengan kebutuhan dan dinamika masyarakat, yang dalam konteks
pertambangan, berperan penting dalam mengakomodasi nilai-nilai sosial dan budaya
lokal. Prinsip ini diintegrasikan dalam sistem hukum Indonesia, di mana kearifan lokal
seringkali menjadi bagian tak terpisahkan dari regulasi dan kebijakan yang mengatur
pengelolaan sumber daya alam, termasuk dalam pelaksanaan program CSR . The living
law memastikan bahwa pelaksanaan CSR tidak hanya sesuai dengan regulasi formal,
tetapi juga sejalan dengan kebutuhan dan nilai-nilai yang berkembang di masyarakat
setempat [23]. Dalam proses menggabungkan hukum dan peraturan yang berkaitan
dengan pengelolaan pertambangan nasional, prinsip lokal dan kearifan lokal digunakan.

Dalam penelitian ini, perbandingan implementasi CSR oleh tiga perusahaan besar
yang beroperasi di Kalimantan Timur—PT. Kaltim Prima Coal (KPC), PT. Pamapersada
Nusantara (PAMA), dan PT. Trubaindo Coal Mining (TCM)—menjadi sangat relevan.
Meskipun ketiga perusahaan ini sama-sama terlibat dalam program CSR yang berfokus
pada peningkatan kualitas hidup masyarakat, terdapat perbedaan dalam pendekatan
yang digunakan, serta dalam keberhasilan dan dampak sosial yang dihasilkan. Beberapa
perusahaan lebih menekankan pada program-program yang bersifat fisik, seperti
pembangunan infrastruktur dan fasilitas kesehatan, sementara perusahaan lainnya lebih
menekankan pada pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pelatihan
kewirausahaan, pengembangan UMKM, dan penyediaan akses permodalan.

Namun, meskipun terdapat variasi dalam program-program yang dijalankan oleh
masing-masing perusahaan, tantangan yang dihadapi dalam implementasi CSR sering
kali berkisar pada masalah partisipasi masyarakat, transparansi dalam pengelolaan dana
CSR, serta kesenjangan antara tujuan perusahaan dan kebutuhan masyarakat. Di
beberapa kasus, terdapat ketimpangan antara yang diinginkan oleh perusahaan dan apa
yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat lokal, yang pada akhirnya dapat
mempengaruhi keberlanjutan dan efektivitas dari program CSR yang dilaksanakan.

Perbandingan antara implementasi CSR oleh PT. Kaltim Prima Coal (KPC), PT.
Pamapersada Nusantara (PAMA), dan PT. Trubaindo Coal Mining (TCM) dapat
memberikan gambaran yang lebih jelas tentang perbedaan pendekatan yang diterapkan
oleh masing-masing perusahaan dalam konteks pemberdayaan masyarakat lokal di
Kalimantan Timur. Dalam hal ini, penting untuk melihat bagaimana masing-masing
perusahaan mengintegrasikan prinsip keadilan dalam program-program CSR, serta
sejauh mana perusahaan mampu mengatasi tantangan dalam pengelolaan dan
pelaksanaan program yang berkelanjutan. Tabel-tabel di bawah ini menggambarkan
implementasi CSR pada ketiga perusahaan tersebut.
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Tabel 1. Implementasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan PT. Kaltim Prima Coal
PT. KALTIM PRIMA COAL (KPC)
No Bidang Program Kegiatan
Dilakukannya sosialisasi kepada karyawan dan
kontraktor PT.KPC tentang dengan pembuatan Standar
Operational Prosedur(SOP) Integrasi dan Penanganan
Satwa. Secara rutin setiap duabulan sekali PT. KPC terus
memperbanyak tanaman pakan di area hutan alami dan
dalam dua tahun sekali akan melakukan monitoring
biodiversity, menyediakan tim kesehatan, tim Satgas
Satwa, Team Rescue, dan Call Out Team. Fasilitas
kesehatan untuk satwa juga disediakan, yakni berupa
kendang rehabilitas, dan kandang transit. Perusahaan
juga menyebar plang peringatan di daerah perlintasan
satwa, jalan umum, jalan Hauling.
Bersama dengan Balai Latihan Kerja Industri (BLKI)
MandiriKutim, PT. Kaltim Prima Coal (KPC) menggelar
programpelatihan las yang diikuti sebanyak 16 orang
pemuda Kutai Timur. KPC dan BLKI Mandiri Kutim
Welding bekerja sama dengan beberapa kontraktor welding di
Development Divisi Mining Support (MSD). Program ini bertujuan
Program (WDP) untuk meningkatkan skill generasi mudaKutai Timur di
tahun2023 bidang welder. Peserta WDP nantinya akan menjalankan
On The Job Training (OJT) di workshop kontraktor
building yang bekerja sama dalam program ini.Selama
2. Sosial proses OJT, KPC menyediakan uang saku untuk peserta
pelatihan.[24]
Untuk membantu masyarakat kurang mampu di wilayah
Kutai Timur, PT. KPC menjalankan program
Pembangunan Rumah Layak Huni (PRLH) dengan total
keseluruhan 75 unit rumah. Untuk merealisasikan
PRLH, Pemerintah Provinsi bekerja sama dengan
Kodam Mulawarman dan berbagai perusahaan yang
beroperasi di Kalimantan Timur. Program PRLH ini
merupakan salah satu program prioritas Pemerintah
Provinsi Kaltim dengan harapan dapat menekan angka
kemiskinan di Kalimantan Timur.
Petani sawah di Desa Sepaso Selatan sukses

Pencegahan dan
1. Lingkungan Penanganan
KonflikOrangutan

75 Unit Rumah
LayakHuni di
Kutai Timur

Kolaborasi PT. meningkatkan hasil panen berkat bantuan dari KPC.
Kaltim Prima Coal Sebelumnya, petani sempat mengalami gagal panen
(KPC) dengan selama dua musim tanam akibat bencana banjir
Petani Sawah di beruntun. Dalam program ini, KPC memberikan bantuan
Desa Sepaso kapur dolomit untuk lahan petani agar hasil panen
Selatan tahun meningkat. Pada periode tanam ini, KPC membantu
2018 empat kelompok tani dan memberikan bantuan mesin

cultivator baru.

Kelompok Tani (Poktan) Projasam dan Poktan Maju di
wilayah Desa Sepaso melakukan penanaman padi sawah
pada lahan seluas 25 hektar dan berhasil panen 100 ton
gabah ditengah maraknya pandemi Covid-19. Hal ini

3. Ekonomi

Dua_Kelompok terjadi berkat kerja keras Poktan dan dukungan
TaniPanen 100 ,emerintah.PT. Kaltim Prima Coal (KPC) memberikan
Ton PadiSawah  pendampingan berupa teknis budidaya, bantuan sarana
tahun 2020

produksi pertanian berupa pupuk, kapur dolomit, bibit,
dan pendampingan mitra tani, bantuan ansiltan seperti
power thresher, hand tractor, maupun pompa air, serta
bantuan Pembangunan infrastruktur pertanian.[25]

Sumber: hasil olah data.
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Tabel 2. Implementasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan PT. Pamapersada Nusantara
PT. PAMAPERSADA NUSANTARA (PAMA)

No. Bidang Program Kegiatan
Komitmen PT. Pamapersada Nusantara (PAMA) yaitu
Mangrove Tree dengan penanaman mangrove guna upaya mengurangi
Planting for emisi gas rumah kaca dan pelestarian lingkungan.
Sustainable PAMA menanam 300 bibitpohon bakau (mangrove)
Growthtahun bersama jajaran Polairud Polda
2023 Kalimantan Timur di Kawasan Wisata Pantai Lamaru,

1. Lingkungan Kota Balikpapan, Kalimantan Timur.

Penanaman Bibit PT. PAMA Baya menanam 1200 bibit pohon endemik
Pohon Endemik di Kalimantan di lahan kritis area pusat penelitian dan

Area Bukit Pendidikan Bukit Soeharto. Program ini diadakan
Soehartotahun dengan harapan dapam mengurangi karbondioksida
2022 dan efek gas rumah kaca.[26]
. Para petani di Desa Batu Kajang menyusun kalender
Pelatihan . . .
tanam dalamperiode satu tahun dengan didampingi PT.
Penyusunan e 1 :
Kalender Tanam Pamapersada Nusantara Distrik Kideco. Program binaan
yang dilakukan PAMA KIDE ini bersifat berkelanjutan,
danPasca Panen selain tahap pendampingan, juga ada tahap monitorin
tahun 2022 P e IR g &

kepada para petani.

PT. PAMA mengadakan Pelatihan Digital Video

Marketing Content Creator di Hotel Amaris Samarinda.
Pelatihan Digital ~Program ini bekerjasama dengan Perkumpulan
Video Marketing  Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kaltim dan
Content Creator =~ Badan Nasional Sertifikasi Profesi(BNSP) Kaltim dan
bagi Disabilitas diikuti oleh 25 peserta yang akan disaring kembali
tahun 2022 menjadi 20 orang. 20 orang terpilih akan mengikuti

2. Sosial pelatihan selama tiga hari. Pamapersada memberikan
laptop untuk peserta terbaik terpilih.[27]
YKP-PDo-CSR
PAMA ABKL PAMA bekerja sama mendistribusikan sembako kepada
Berbagi Kasih di ~ yayasan di Samarinda.
Panti
PAMA bekerja sama dengan Gereja setempat menggelar
kegiatan sosial pemeriksaan kesehatan gratis,
Pemeriksaan sosialisasi, dan memberi obat-obat kepada masyarakat
Kesehatan Gratis yang membutuhkan. Program ini terbuka untuk umum
di Berau dan dilaksanakan di Kampung Long, Berau. Kegiatan ini
dihadiri oleh 200 peserta dengan dibantu 35 orang
tenaga kesehatan dan dokter.
PT. Pamapersada Nusantara (PAMA) Site ABKL berkerja
sama dengan Lembaga Pengembangan Bisnis (LPB)
Anugerah Mitra Bhineka (AMD menjalankan Pelatihan
Keamanan Pangan yang diikuti oleh 25 UMKM bidang
Pelatihan olahan makanan di Loa Janan, Kutai Kartanegara.
Keamanan Program ini bertujuan untuk meningkatkan usaha dan
Pangan tahun kesejahteraan ekonomi UMKM dengan melakukan
2022 pelatihan sebagai bentuk edukasi bagi UMKM binaan
3. Ekonomi PAMA. Dalam pelatihan ini, UMKM diberikan edukasi

perihal tata cara pembuatan produk aman dan higienis,

serta tahapan pengurusan izin P-IRT Dinas Kesehatan

Kabupaten Kutai Kartanegara.[28]

PAMA memberikan kesempatan pada putra daerah
Komitmen PAMA Berau untuk menjadi bagian dari PAMA yang diambil
Menyerap Tenaga dari lulusan program magang di PAMA BRCB site
Kerja Lokal tahun Binungan dan PAMA BRCG site Gurimbang. Hal utama
2022 yang diajarkan selama pelatihan yakni skill dan

attitude.

Sumber: hasil olah data.
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Tabel 3. Implementasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan PT. Trubaindo Coal Mining

PT TRUBAINDO COAL MINING (TCM)

No Bidang Program Kegiatan
Forum CD Forum CD Kontraktor TCM-BEK melakukan kegiatan
KontraktorTCM- L. .
. . peduli wisata ke Gunung S, Kutai Barat. Forum CD
1. Lingkungan BEK Peduli . .
. Kontraktormemberikan enam unit tempat sampah dan
Tempat Wisata berencanamenanam pohon di sekitar tempat wisata
tahun 2020 N u '
Bantuan untuk . .
Korban TCM dan Bharinto Ekatama (BEK) memberi bantuan
. kepada korban kebakaran di Kampung Muhur, Kutai
Kebakaran di o .
Barat. Adapun bantuan yang diberikan yaitu berupa
KampungMuhur konsumsi dan pakaian.[29]
tahun 2023 3 '
PT. TCM semakin meningkatkan pemberdayaan
2 Sosial pendidikan sesuai dengan Permen ESDM 1824 tahun
' . . 2018, salah satunyabagi guru SD Negeri 004 Muara Lawa
Studi Banding . . . .
. dengan kegiatan studi banding yang berlokasi di SD
Guru SD Negeri .
Patra Darma 1 Balikpapan. Banyak pengetahuan yang
004 Muara Lawa . . . "
di Balikpapan diterima guru SD Negeri 004 Muara Lawa yaitu dari
pap administrasi, proses belajar mengajar, filosofi sekolah,
perlakuan terhadap orang tua/wali murid, fasilitas
sekolah, dan lain-lain.
PT. TCM berkolaborasi dengan PT. BEK untuk
melakukan program CSR di Kampung Muara Bunyut
bersama dengan Penyuluh Pertanian, Dinas Perikanan
Kubar, Pemerintahan Kampung, dan Manajemen PT.
Penebaran Bibit ~ TCM-BEK. Dilakukan penebaran 7.500 bibit ikan nila ke
Ikan Nila tahun 15 keramba milik Tani Bunyut Sejahtera di Kampung
2021 Muara Bunyut. Program ini bertujuan untuk
mensejahterakan masyarakat di sekitartambang, agar
3. Ekonomi

ketika perusahaan tidak beroperasi lagi, diharapkan
masyarakat sekitar tambang sudah ada ketahanan
dalam aspek ekonomi

Peninjauan PT. TCM menyiapkan sebanyak 2.000 bibit untuk
Program delapan kepala keluarga di Kampung Lotaq pada tahun
Pemberdayaan 2020. PT. TCM memberikan perkebunan dengan bibit
Masyarakat PT. karet, bibit babi, dan membangun 8 (delapan) unit
Trubaindo Coal rumah burung walet yang dibangun sejak tahun 2015-
Miningdi 2017 dengan harapan bisa menunjang perekonomian
Kampung Lotaqg  masyarakat Kampung Lotaq.[30]

Sumber: hasil olah data.

Implementasi program CSR oleh PT. Kaltim Prima Coal (KPC), PT. Pamapersada
Nusantara (PAMA), dan PT. Trubaindo Coal Mining (TCM) berdasarkan tabel-tabel di
atas, dapat diketahui bahwa masing-masing perusahaan memiliki pendekatan yang
berbeda dalam menjalankan tanggung jawab sosialnya, dengan fokus yang bervariasi
pada bidang lingkungan, sosial, dan ekonomi.

Dalam hal lingkungan, ketiga perusahaan memiliki komitmen terhadap pelestarian
alam, meskipun dengan program yang berbeda-beda, seperti penanaman pohon bakau
dan endemik, serta kegiatan penyelamatan satwa di area pertambangan. Penerapan
program-program lingkungan ini menunjukkan kesadaran yang tinggi terhadap
pentingnya pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, sekaligus mitigasi
dampak dari aktivitas pertambangan.

Pada bidang sosial, perusahaan-perusahaan tersebut juga menunjukkan kontribusi
yang signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat lokal, melalui pelatihan
keterampilan, pembangunan fasilitas umum, serta bantuan dalam berbagai bentuk
seperti rumah layak huni, kesehatan gratis, dan pemberdayaan kelompok tani. Selain itu,
program pelatihan yang berfokus pada keterampilan yang relevan dengan kebutuhan
masyarakat sekitar tambang menunjukkan adanya upaya yang lebih terarah untuk
meningkatkan kualitas hidup masyarakat setempat.
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Di sektor ekonomi, ketiga perusahaan juga berupaya memperkuat perekonomian
lokal dengan memberikan bantuan pada usaha kecil dan menengah (UMKM),
pendampingan bagi petani, serta penyediaan lapangan pekerjaan melalui pemberdayaan
tenaga kerja lokal. Hal ini mencerminkan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan tidak
hanya terfokus pada aspek lingkungan dan sosial, tetapi juga berperan penting dalam
meningkatkan daya saing ekonomi masyarakat sekitar.

Namun, penelitian menunjukkan bahwa efektivitas program-program ini sangat
bervariasi antar perusahaan. Beberapa perusahaan besar cenderung memiliki program
yang lebih terstruktur dan berkelanjutan, sementara perusahaan yang lebih kecil sering
kali melakukan program CSR sebagai bentuk kepatuhan formalitas terhadap peraturan
tanpa dampak jangka panjang yang signifikan. Sebagaimana dalam Undang-Undang
Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 74 Ayat (1) yang menerangkan
bahawa Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan
dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan
Lingkungan.[31] Selain itu terdapat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan
Terbatas Pasal 2 yang berbunyi: “Setiap Perseroan selaku subjek hukum mempunyai
tanggung jawab sosial dan lingkungan.” Pasal 3 Ayat (1): “Tanggung jawab sosial dan
lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi kewajiban bagi Perseroan
yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya
alam berdasarkan Undang-Undang.” Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan
Mineral dan Batubara Pasal 108 Ayat (1) juga menyatakan: “Pemegang IUP dan IUPK
wajib menyusun program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat.” Kemudian
pada Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 3 Tahun 2013 tentang
Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas serta Program Kemitraan
dan Bina Lingkungan Pasal 11 Ayat (2) yang berisi terkait Program TJSLP dan PKBL
meliputi:[32]

1) Bina lingkungan dan sosial;

2) Kemitraan usaha mikro, kecil dan koperasi;

3) Program bantuan langsung pada masyarakat; dan

4) Program pembangunan sarana prasarana falisitas umum, sosial, dan peribadatan

Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan
Program Prioritas Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan serta Program Kemitraan dan
Bina Lingkungan di Provinsi Kalimantan Timur Pasal 4 Ayat (1) Program Prioritas
berupa:

1) Program Rumah Layak Huni; dan
2) Program Pangan untuk Penghijauan.

Adapun dalam peraturan ini, PT. Kaltim Prima Coal telah menjalankan program
tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan huruf a dan huruf b. Sedangkan PT.
Pamapersada Nusantara dan PT. Trubaindo Coal Mining telah menjalankan tanggung
jawab sosial perusahaan sesuai dengan huruf b. Dengan demikian berdasarkan teori
keadilan (justice theory) untuk mengevaluasi prinsip-prinsip keadilan diterapkan.

Teori keadilan memainkan peran penting dalam memahami bagaimana CSR
seharusnya dijalankan, terutama dalam memastikan distribusi manfaat yang adil bagi
masyarakat lokal. Teori keadilan, seperti yang dikemukakan oleh John Rawls,
menekankan prinsip "justice as fairness," yang mengutamakan distribusi yang adil dari
sumber daya dan manfaat, serta memberikan kesempatan yang setara bagi semua pihak
untuk berpartisipasi dalam proses keputusan yang diambil [33-35]. Penerapan teori
keadilan ini mencakup dua aspek utama yaitu keadilan distributif dan keadilan
partisipatif [36]. Dalam penerapan CSR, kedua aspek tersebut dapat dianalisis sebagai
berikut:

1) Keadilan distributif (Distributive Justice) mengacu pada bagaimana manfaat dari
program CSR didistribusikan secara adil kepada seluruh anggota masyarakat,
terutama yang paling membutuhkan [37]. Hal ini berkaitan dengan pengalokasian
sumber daya perusahaan dalam proyek CSR, seperti pelatihan keterampilan,
pendidikan, atau program ekonomi lainnya.
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2) Keadilan partisipatif (Participatory Justice), lebih menekankan pentingnya
partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan mengenai program CSR.
Program CSR yang efektif seharusnya bukan hanya dimulai dari inisiatif perusahaan,
tetapi juga harus melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan
implementasi. Hal ini memastikan bahwa program-program yang dijalankan sesuai
dengan kebutuhan dan harapan masyarakat lokal, serta memberikan kesempatan
untuk berperan aktif dalam pengelolaan dan evaluasi program tersebut [38].

Dalam penelitian ini, pelaksanaan CSR oleh ketiga perusahaan yang beroperasi di
Kalimantan Timur—PT. Kaltim Prima Coal (KPC), PT. Pamapersada Nusantara (PAMA),
dan PT. Trubaindo Coal Mining (TCM)—dapat dilihat dari dimensi keadilan distributf
(distributive Justice) dimana meskipun perusahaan telah berinvestasi dalam program
CSR, distribusi manfaat dari program-program tersebut tetap harus mementingkan
prinsip pemerataan.[39]

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa masyarakat yang tinggal dekat
dengan lokasi tambang lebih banyak menerima manfaat dibandingkan dengan
komunitas yang lebih jauh. Selain itu banyak program CSR yang lebih berfokus pada
proyek infrastruktur yang tidak selalu menjadi prioritas kebutuhan masyarakat lokal. Hal
ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara program yang ditawarkan dengan
kebutuhan masyarakat, yang mengindikasikan ketidakadilan dalam alokasi manfaat
CSR.[40] Ketidaksesuaian ini menandakan bahwa perusahaan perlu lebih
memperhatikan keadilan dalam distribusi manfaat CSR, terutama dengan memastikan
bahwa manfaat tersebut tidak hanya terpusat di area sekitar perusahaan tetapi juga
menjangkau masyarakat yang lebih luas dan yang membutuhkan lebih banyak perhatian.

Implementasi prinsip tanggung jawab sosial oleh perusahaan tambang di
Kalimantan Timur telah menunjukkan komitmen perusahaan dalam berkontribusi
terhadap pengembangan masyarakat dan lingkungan sekitar. Program-program CSR
yang dijalankan meliputi berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, pemberdayaan
ekonomi, dan lingkungan, yang memberikan dampak positif bagi masyarakat lokal.
Namun, masih ada tantangan yang perlu diatasi, seperti ketidaksesuaian antara harapan
masyarakat dan program yang dijalankan perusahaan, serta pengawasan yang lebih ketat
dari pihak pemerintah dan lembaga terkait untuk memastikan bahwa program CSR
berjalan dengan efektif dan berkelanjutan.

Penerapan hukum yang hidup dan kearifan lokal dalam pengelolaan CSR juga
menjadi elemen penting dalam keberhasilan program ini, yang tidak hanya
memperhatikan aspek ekonomi, tetapi juga budaya dan sosial masyarakat setempat [41].
Dengan demikian, tanggung jawab sosial perusahaan tambang di Kalimantan Timur tidak
hanya berfokus pada peningkatan kesejahteraan ekonomi, tetapi juga pada pelestarian
nilai-nilai sosial dan lingkungan untuk keberlanjutan jangka panjang.

3.2 Prinsip Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam Memberdayakan Masyarakat
Lokal di Kalimantan Timur

Secara historis, konsep Corporate Social Responsibility (CSR) atau tanggung jawab
sosial telah mengalami perubahan signifikan sejak pertama kali diperkenalkan pada awal
abad ke-20 [42]. Pada awalnya, CSR lebih dipandang sebagai bentuk sumbangan
filantropis dari perusahaan kepada masyarakat sekitar [43]. Pada periode ini,
perusahaan cenderung hanya memberikan sumbangan dalam bentuk bantuan
kemanusiaan atau kegiatan amal yang tidak memiliki hubungan langsung dengan
kegiatan operasional perusahaan. Misalnya, pada masa itu, perusahaan-perusahaan
besar sering kali terlibat dalam pemberian bantuan pendidikan atau bantuan medis
tanpa memperhitungkan keberlanjutan atau dampak jangka panjang dari kegiatan
tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa CSR pada periode awal lebih didorong oleh niat
baik perusahaan, tanpa memperhatikan keberlanjutan dan pembangunan jangka
panjang [43].

Namun, seiring berjalannya waktu dan dengan meningkatnya kesadaran terhadap
pentingnya keberlanjutan (sustainability), konsep CSR berkembang menjadi lebih
strategis [44]. Pada pertengahan abad ke-20, CSR mulai dilihat sebagai bagian integral
dari strategi bisnis perusahaan, yang bertujuan untuk menciptakan nilai tidak hanya
untuk perusahaan itu sendiri, tetapi juga untuk masyarakat dan lingkungan sekitarnya.
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Pada saat ini, CSR tidak hanya berupa donasi atau bantuan sosial, melainkan harus
melibatkan integrasi antara operasional perusahaan dengan kebutuhan sosial dan
lingkungan. Selain itu, keberlanjutan dan dampak jangka panjang mulai menjadi fokus
utama. Praktik CSR yang baik kini dilihat sebagai investasi dalam pembangunan sosial
dan ekonomi masyarakat yang dapat memberikan manfaat bagi kedua belah pihak, baik
perusahaan maupun masyarakat sekitar [45].

Komparasi antara perusahaan besar dan kecil dalam penerapan CSR di Indonesia
juga menunjukkan perbedaan signifikan. Perusahaan besar cenderung memiliki sumber
daya yang lebih banyak untuk melaksanakan program CSR yang lebih terstruktur dan
berkelanjutan, serta lebih memperhatikan akuntabilitas dan transparansi dalam setiap
aspek program. Sebagai contoh, perusahaan-perusahaan besar di sektor pertambangan
di Kalimantan Timur, seperti PT. Kaltim Prima Coal (KPC) dan PT. Pamapersada
Nusantara (PAMA), telah mengembangkan program CSR yang tidak hanya berfokus pada
bantuan langsung, tetapi juga melibatkan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya
alam dan pemberdayaan ekonomi. Program-program seperti pelatihan keterampilan,
pemberdayaan UMKM, serta pelestarian lingkungan yang dijalankan menunjukkan
adanya integrasi antara tujuan bisnis dan kepedulian terhadap kesejahteraan
masyarakat lokal. Selain itu, program CSR dari perusahaan-perusahaan besar ini sering
kali lebih mudah dipantau dan dievaluasi karena memiliki sistem yang lebih terstruktur,
serta laporan yang transparan dan dapat diakses publik [18].

Di sisi lain, perusahaan kecil, meskipun juga terlibat dalam aktivitas CSR, sering kali
melaksanakan program ini hanya sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi
pemerintah tanpa memperhatikan dampak jangka panjangnya. Dalam beberapa kasus,
program CSR yang dilakukan perusahaan kecil sering kali bersifat sementara dan tidak
memiliki rencana keberlanjutan yang jelas. Sebagai contoh, perusahaan kecil mungkin
hanya melakukan kegiatan sosial sesekali, seperti memberikan bantuan pangan atau
pembangunan sarana prasarana sederhana, yang tidak mengarah pada perubahan yang
lebih signifikan bagi masyarakat lokal [46]. Hal ini sering kali disebabkan oleh
keterbatasan sumber daya dan kurangnya pemahaman mengenai prinsip-prinsip CSR
yang lebih mendalam, seperti akuntabilitas dan keberlanjutan

Dalam pelaksanaan kegiatan usaha, perusahaan diharuskan melaksanakan
tanggung jawab sosialnya. Corporate Social Responsibility (CSR) atau tanggung jawab
sosial perusahaan adalah kewajiban perusahaan melaksanakan kegiatan sosial dengan
pembangunan keberlanjutan untuk peningkatkan kesejahteraan Masyarakat.[47] Dalam
pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan, masih banyak perusahaan yang tidak
menjalankan sesuai prinsip yang berlaku. Hal tersebut tentu akan berdampak bagi
lingkungan dan masyarakat apabila pelaksanaannya dilakukan asal-asalan. Maka dari itu,
harus diterapkan prinsip dalam menjalankan tanggung jawab sosial perusahaan.
Menurut para ahli yaitu Crowther David mengemukakan bahwa prinsip Corporate Social
Responsibility (CSR) dikelompokkan menjadi tiga, meliputi sustainability (berkelanjutan),
accountability (akuntabilitas), dan transparency (transparansi).[48]

Prinsip sustainability atau berkelanjutan artinya tindakan yang dilakukan sekarang
harus berdampak baik bagi generasi selanjutnya, artinya tujuan dari prinsip ini adalah
untuk menjalankan kegiatan dengan manfaat yang berkelanjutan di masa mendatang. Hal
tersebut dapat dilakukan dengan melakukan program perlindungan lingkungan, seperti
pencegahan pencemaran udara dan air, konservasi habitat alami, dan reklamasi.[49]
Adapun hal lainnya yang dapat dilakukan dengan memperhatikan kesejahteraan sosial
masyarakat lokal, seperti penciptaan peluang kerja, pelatihan untuk meningkatkan
kualitas sumber daya manusia, pemberian modal usaha, peningkatan sarana dan
prasarana, beasiswa, meningkatkan pengelolaan perkebunan dan peternakan, dan lain
sebagainya. Penyusunan program-program ini dapat dimusyawarahkan dan disusun
bersama warga desa untuk mengatuhi program seperti apa yang dibutuhkan. Segala
kegiatan yang dilakukan harus berdampak baik bagi keberlanjutan generasi selanjutnya
dengan mengikutsertakan masyarakat lokal dalam prosesnya, dengan terwujudnya hal
ini, maka dapat dikatakan suatu perusahaan telah melaksanakan program tanggung
jawab sosialnya sesuai dengan prinsip sustainability (keberlanjutan).[50]

Prinsip selanjutnya yang harus dijalankan perusahaan adalah prinsip accountability
(akuntabilitas). Accountability adalah keterbukaan perusahaan dan pertanggungjawaban
perusahaan atas segala kegiatan yang telah dilakukan.[51] Hal ini menjadi penting bagi
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perusahaan untuk membangun citra yg baik bagi masyarakat lokal. Prinsip accountability
dapat dikatakan berhasil apabila diantaranya dapat dimengerti oleh pihak yang
berkepentingan, pemberian informasi harus melalui pihak-pihak yang berkaitan dengan
program yang akan diberikan, dan memperhatikan dampak yang kemungkinan terjadi
serta harus dapat meminimalisir kegagalan dalam program yang akan dijalani.[52]

Prinsip terakhir yang wajib diterapkan perusahaan dalam pelaksanaan programnya
yaitu prinsip transparency (transparansi). Prinsip ini dapat dikatakan terlaksana dengan
baik apabila perusahaan menerbitkan laporan kegiatan dan terbuka kepada pemerintah
dan masyarakat, agar para pihak berikut mengetahui dan memahami terkait tujuan,
sasaran kegiatan, dan hasil dari kegiatan pemberdayaan. Informasi yang diberikan juga
harus jelas dan akurat sehingga masyarakat dapat mengawasi dan mengikuti kegiatan
pemberdayaan yang diadakan perusahaan.[53] Masyarakat harus berpartisipasi dalam
pengambilan keputusan, perencanaan, dan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan.
Perusahaan pertambangan di Kalimantan Timur yang dibawakan oleh penulis telah
menjalankan prinsip-prinsip CSR dengan baik. Perusahaan telah melakukan banyak
kegiatan pemberdayaan masyarakat dan menciptakan masyarakat lokal yang berkualitas
dengan adanya pelatihan, pemberian modal usaha dalam bentuk pemberian bibit
tanaman dan ikan, penyediaan sarana dan prasarana. Bantuan yang diberikan
perusahaan berupa rumah layak huni atau bantuan bencana alam juga sangat membantu
kehidupan masyarakat yang memiliki tempat tinggal kurang layak atau membutuhkan
bantuan lainnya setelah terkena bencana.[54] Perusahaan menjaga sumber daya alam
dengan baik, ditandai dengan beberapa kegiatan penanaman pohon, pelatihan bagi para
petani yang kemudian berhasil melakukan panen serta program penanganan satwa liar.
Secara ideal, bentuk pertanggungjawaban sosial perusahaan disebutkan dalam skema di
bawah ini:

Gambar 1. Skema Pertanggungjawaban Sosial Perusahaan

e Peraturan Gubernur
Peraturan Daerah Provinsi 5 ?
" ’ ) Kalimantan Timur Nomor 27
Peraturan Pemerintah Kalimantan Timur Nomor 3
Undang-Undang Tahun 2021 tentang
Nomor 47 Tahun 2012

Tahun 2013 tentang
tent L J b i
en a'ng anggung awal 2007 tentang Tanggung Jawab Sosial dan
Sosial dan Lingkungan

Lingkungan Perseroan
Perseroan Terbatas
Perseroan Terbatas Terbatas serta Program

Kemitraan dan Bina
Lingkungan

Nomor 40 Tahun Pelaksanaan Program
Prioritas Tanggung Jawab
Sosial dan Lingkungan serta
Program Kemitraan dan Bina
Lingkungan di Provinsi
Kalimantan Timur

Bentuk-Bentuk Prinsip-Prinsip
Corporate Social Corporate Social
Responsibility Responsibility

Lingkungan Sustainability
Sosial Accountability
Ekonomi Transparency

Kesejahteraan Masyarakat

Sumber: hasil olah data.

Berdasarkan gambar diatas bahwa setiap tanggung jawab sosial perusahaan harus
berpedoman pada peraturan-peraturan tersebut. Dengan pedoman pada aturan
tersebut, maka dibutuhkanlah prinsip-prinsip yang mendukung pelaksanaan tanggung
jawab sosial perusahaan, yakni prinsip Suistainability, Accountability, dan
Transparency.[55] Bentuk ideal dari tanggung jawab sosial perusahaan ada pada bidang
ekonomi, sosial, dan lingkungan. Adapun contoh kegiatan dalam program tanggung
jawab sosial perusahaan, yakni program pelatihan, beasiswa, pelestarian lingkungan,
pembangunan sarana dan prasarana, pemberian modal usaha, dan lain sebagainya.
Semua program tersebut dilaksanakan demi kesejahteraan masyarakat. Selain itu prinsip
keterlibatan (inclusivity principle) masyarakat lokal dalam perencanaan dan pelaksanaan
program CSR sangat penting untuk memastikan bahwa program yang dilaksanakan
sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Salah satu implementasi prinsip ini
melibatkan masyarakat dalam proses konsultasi dan pengambilan keputusan terkait
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program CSR, misalnya melalui forum dialog, musyawarah desa, dan konsultasi publik.
Selain itu perlunya sinergi dengan kelembagaan lokal khususnya lembaga adat dalam
mengelola program-program pemberdayaan untuk memastikan keberlanjutan.[56]

Penerapan CSR di sektor pertambangan di Kalimantan Timur memainkan peran
penting dalam pemberdayaan masyarakat lokal dan pengelolaan sumber daya alam yang
berkelanjutan. Prinsip-prinsip CSR, seperti keberlanjutan, akuntabilitas, dan
transparansi, harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab oleh perusahaan agar
dapat memberikan manfaat positif bagi masyarakat lokal dan mengurangi dampak
negatif terhadap lingkungan. Namun, penerapan CSR yang tidak sesuai dapat berujung
pada implikasi hukum yang dapat merugikan perusahaan baik dari segi reputasi maupun
finansial. Oleh karena itu, perusahaan pertambangan di Kalimantan Timur harus
memperhatikan prinsip-prinsip CSR yang ada agar dapat menjalankan kegiatan
operasional yang berkelanjutan dan bermanfaat bagi semua pihak.

4. Kesimpulan

Pelaksanaan program CSR oleh perusahaan pertambangan di Kalimantan Timur
telah mencerminkan prinsip keberlanjutan, akuntabilitas, dan transparansi. Perusahaan
telah melaksanakan kewajibannya sesuai dengan Undang-Undang, Peraturan
Pemerintah, Peraturan Gubernur, dan Peraturan Daerah yang berlaku. Banyak
masyarakat lokal yang merasakan dampak baik akibat terjalankannya tanggung jawab
sosial perusahaan. Masyarakat terbantu dari berbagai bidang, yakni bidang lingkungan,
sosial, dan ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan telah berusaha dengan baik
untuk meminimalisir dampak negatif dari kegiatan usaha yang dijalankan. Namun,
penerapan teori keadilan distributif menunjukkan adanya ketidakseimbangan dalam
distribusi manfaat CSR, di mana masyarakat yang berada lebih dekat dengan area
pertambangan lebih banyak menerima manfaat, sementara masyarakat yang lebih jauh,
yang mungkin lebih membutuhkan, sering terabaikan. Implikasi hukum dari
ketidakseimbangan ini dapat mengarah pada tuntutan hukum atau sanksi terhadap
perusahaan karena tidak memenuhi prinsip keadilan yang diatur dalam regulasi CSR.

Untuk memastikan pelaksanaan CSR yang lebih adil dan berkelanjutan, diperlukan
pengawasan yang lebih ketat dari pemerintah dan penerapan kebijakan yang
mengutamakan pemerataan manfaat CSR kepada seluruh lapisan masyarakat, sesuai
dengan prinsip keadilan distributif. Tanpa pendekatan yang lebih adil dan inklusif,
program CSR berisiko tidak hanya gagal memberikan dampak positif yang maksimal,
tetapi juga dapat menimbulkan dampak hukum bagi perusahaan jika tidak sesuai dengan
peraturan yang ada.
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